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M. Haedar Arbit (B111 11 406), Kedudukan Hukum Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minak dan Gas Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Dibimbing oleh 
Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan Naswar Selaku Pembimbing 
II  
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah 
satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah minyak dan gas 
(Migas). Keberadaan sumber daya alam migas menjadi sumber daya 
alam yang krusial dan fundamental dalam perkembagan dan kemajuan 
negara karena menjadi sumber penggerak mobilisasi dalam suatu negara. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa migas adalah cabang produksi yang 
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi 
negara republik indonesia dalam pasal 33 ayat 3 telah mengatur bahwa 
seluruh cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga 
pengelolaan migas nasional secara bijak mutlak dilakukan guna 
menciptakan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum pengelola migas 
nasional saat ini yaitu SKK Migas setelah dibubarkannya BP Migas 
melalui putusan mahkamah konstitusi no. 36/PUU-X/2012  yang dianalisis 
sesuai dengan instruksi dari putusan mahkamah konstitusi tersebut. 
Pembubaran BP Migas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu salah 
satunya adalah keberadaan BP Migas yang tidak mengakomodir hak 
penguasaan negara atas SDA Migas yang mengakibatkan pengelolaan 
migas ini dinilai tidak memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Namun kemunculan SKK Migas pasca 
dibubarkannya BP Migas memberikan kesan pengelolaan migas yang 
tidak jauh bereda dengan BP Migas yang telah mendapat predikat 
inkonstitusional sebelumnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Uniersitas 
Hasanuddin dan UPT perpustakaan Universitas Hasanuddin dengan 
mengumpulkan literasi untuk mendukung analisis yang penulis lakukan 
dalam penulisan skripsi ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 
menambah wawasan hukum terkait sistem pengelolaan migas nasional 
dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. teknik 
pengumpulan data adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, 
mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis data untuk kemudian 
dilakukan pemahaman, pencatatan atau pengutipan terhadap data 
tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 
kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKK Migas 
memiliki kemiripan komposisi tugas dan fungsi yang sama dengan BP 
Migas atau dalam hal ini perlakuan terhadap pengelolaan migas nasional 
cenderung mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga terdahulu 
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M. Haedar Arbit (B111 11 406), Status of Law of Special Unit of The 
Top Business Activity Implementation of Oil and Gas After Decision 
of Supreme Number 36/PUU-X/2012. (supervised by Aminuddin Ilmar 
as supervisor I and Naswar assupervisor II 
Indonesia is a rich country of natural recources. One of the natural 
recources belonging to Indonesia is oil and gas (Migas). Existence of oil 
and gas becrucial and fundamental for developing and advancing country 
because of accelerating mobilization in a country. It shows that oil and gas 
are important products for the country and useful for life of many people. 
Constitution of Indonesia in article 3 of paragraph 33 has decided that all 
branches of important productions for country and they are giving life for 
many people belong to country. So management of national oil and gas 
must be implemented optimally in order to create advantages for social 
prosperity as much as possible. 
This thesis describes about law function of managing national oil 
and gas  at the present. Namely SKK Migas after BP Migas dispersed 
through verdict of supreme court of no. 36/PUU-X/2012 analyzed by 
instruction of the supreme court. Verdict of BP Migas caused by some 
factors of which the one was existence of BP Migas did not accommodate 
state’s concern for oil and gas which as a result the verdict of oil and gas 
was valued not to give advantage for social prosperity as much as 
possible. howeve existence of SKK Migas after verdict of BP Migas giving 
effect of Migas management is almost same BP Migas which had been 
able to get inconstitutional predicate then. 
This research is conducted in Laboratory of Low Faculty of 
Hasanuddin University and Laboratory of Hasanuddin University by 
collecting various literatures for support writer analysis in this research. 
The research aims to know more low concept which is related national oil 
and gas management system and their function in state structure of 
Indonesia. data is collected by literature study. The stages of this study 
consist of; collection, identification, classification and analysis stage and 
then continued to comprehension, registration, and quotation to the data. 
Then the data is processed and analazyed qualitatively – explaining 
problems which were discussed in this thesis. The result of the research 
shows that SKK Migas has similar task and function compotitions to BP 
Migas or in this case treatment to national migas management often  get  
similar to previous institution which is given inconstitutional value by 
supreme court. 
Key words : Controlling oil and gas, Special unit of business activity 
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A. Latar Belakang 
Minyak dan Gas (Migas) menjadi sumber energi yang cukup krusial 
keberadaanya dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara. 
Keberadaan sumber daya energi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu 
yang terpisah dengan aspek laindiluar energi seperti aspek sosial, 
ekonomi dan lain sebagainya, sebab setiap aspek terintegrasi antara satu 
dengn lainnya untuk menciptakan suatu tujuan bernegara yaitu 
kesejahteraan rakyat. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara 
maju jika aktifitas perekonomian negara tersebut ternilai tinggi.  
Mobilisasi perekonomian negara yang tinggi perlu ditopang oleh 
energi sebagai sumber penggerak aktifitas perekonomian suatu negara. 
Maka dari itu, keberadaan migas memiliki peran yang sangat strategis 
dalam terciptanya suatu tatanan negara yang sejahtera. Nilai strategis 
migas tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomis saja melainkan nilai 
strategis migas juga dapat ditinjau dari aspek geopolitik. Hal tersebut 
dikarenakan persebaran migas di dunia yang jelas tidak merata, maka 
keuntungan geopolitik keberadaan migas memberikan kelebihan tersendiri 
bagi negara yang memiliki potensi sumber daya migas.  
Tata kelola sektor migas terdiri dari tiga fungsi, yaitu: kebijakan 
(policy), regulasi (regulatory) dan komersial (commercial).1Pengaplikasian 
ketiga fungsi tersebut dilakukan dengan dua bentuk, yaitu memisahkan 
                                                         
1
 Benny Lubiantara, 2014Kegagalan Mengurai Akar Masalah Industri Migas,(Diakses 
melalui website http://pascasarjana-stiami.ac.id, pada tanggal 3 Januari 2015). 
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atau tidak memisahkan fungsi tersebut. Indonesia saat ini mengelola 
migas dengan bentuk pemisahan fungsi. Pemerintah mengklasifikasi 
fungsi tersebut dengan dikendalikan masing-masing oleh sebuah 
lembaga. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak dibidang hulu pengelolaan migas diberikan kekuasaan terbatas 
pada fungsi komersial atau dalam hal ini Pertamina hanya bekerja untuk 
mengeksploitasi migas di Indonesia. Sementara disisi lain, fungsi 
kebijakan dan regulasi oleh pemerintah dikuasakan kepada Badan 
Pelaksana Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan/atau 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
(SKK Migas). 
Indonesia adalah negara yang masuk dalam jajaran negara-negara 
pemilik potensi sumber daya migas terbesar di dunia. Di 
Indonesiaterdapat sekitar 60 cekungan migas. Cekungan migas tersebut 
terdapat sumber daya sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki 
kubik (TCF) gas.2 Pemanfaatan kekayaan alam tersebut saat ini belum 
begitu optimal disebabkan tata kelola migas di Indonesia yang tidak 
berdayasaing dalam pengelolaan migas nasional. Pada prinsipnya 
kemandirian dan ketahanan energi suatu bangsa sangat ditentukan oleh 
tiga pilar utama, yakni akses (accessability), ketersediaan (availability), 
dan  keterjangkauan (affordability).3 Dari ketiga aspek tersebut, elemen 
accessibility adalah yang paling krusial karena dapat menjamin 
                                                         
2
 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral,2014,Cadangan Migas Indonesia, 
(Diakses melalui website www.esdm.go.id pada tanggal 27 Desember 2014).  
3
 Dewi Aryani, Skenariao Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035, Disertasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas 
Indonesia, 2012., hal. 350. 
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ketersediaan energi bagi masyarakat, baik dari segi jumlah, waktu, dan 
harga.  
Dibeberapa negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Norwegia, 
perusahaan migas sebagai elemen accessibility menjadi instrumen utama 
dalam menjaga nilai strategis migas nasional.4Akan tetapi, berbeda halnya 
dengan Indonesia, saat ini keberadaan energi untuk masyarakat belum 
tersedia secara merata di seluruh Indonesia disamping harga migas yang 
tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Sehingga tata kelola migas 
menjadi faktor penyebab Indonesia tidak mampu berdayasaing dalam hal 
pemanfaatan sumber daya migas nasional. 
Pengelolaan migas di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Satuan 
Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dengan 
menggunakan skema 3 kaki.5 Kaki pertama adalah mineral right,dimana 
hal ini menekankan tentang kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) tetap 
dikuasai oleh negara. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) dan 
Pasal 6 ayat (2a) UU Migas. Kaki kedua adalah mining right atau dalam 
hal ini menekankan bahwa kuasa pertambangan dipegang oleh 
pemerintah. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UU Migas. 
Kaki ketiga adalah badan usaha atau kontraktor dimana pengelolaan 
migas diserahkan kepada kontraktor. Selanjutnya kontraktor hanya 
memiliki economic right yang diberikan berdasarkan keuntungan dari 
aktifitas yang mereka lakukan dalam pengelolaan migas. 
                                                         
4
Ibid., hal. 23. 
5
 Migas Review, Memahami Skema Tiga Kaki dalam Pengelolaan Migas, 2013 (Diakses 
melalui www.migasreview.com pada tanggal 17 Januari 2015). 
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Pada prinsipnya SKK Migas membawahi badan usaha baik 
perusahaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang 
mampu mengelola migas nasional. Mewakili pemerintah, SKK Migas  
melaksanakan kontrak kerjasama dengan badan usaha guna kepentingan 
pengelolaan. Selanjutnya BP Migas melaksanakan fungsi pengendalian 
dan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh 
perusahaan pengelola migas. Jenis kontrak yang pernah dilakukan dalam 
pengelolaan migas adalah konsesi, kontrak karya, production sharing 
contract, technical assistance contract dan join operating body. 
Pelaksanaan kontrak pengelolaan migas sendiri dilakukan dengan cara 
Businnes to Businnes (B2B)atau Government to Businnes (G2B). Kontrak 
yang dilakukan dengan cara B2B dilaksanakan oleh BUMN dengan badan 
usaha lain sedangkan kontrak yang dilakukan dengan G2B dilaksanakan 
oleh pemerintah dengan badan usaha. Saat ini pengelolaan migas di 
Indonesia dilaksanakan dengan cara G2B melalui BP Migas dan SKK 
Migas. 
Indonesia sebelumnya pernah melaksanakan kontrak dengan cara 
B2B pada masa keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Saat 
itu Pertamina memegang peranan penting dalam sistem pengelolaan 
migas  dengan memonopoli seluruh fungsi pengelolaan migas mulai dari 
fungsi regulasi, kebijakan hingga komersial. Namun peranan penting 
Pertamina hilang seiring Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang 
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara digantikan 
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dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Pengelolaan migas tidak lagi dikuasakan sepenuhnya oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan turut melibatkan Badan Hukum 
Milik Negara (BHMN) sebagai pengendali kebijakan di sektor migas. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
mengalihkan sebagian kekuasaan pengelolaan migas oleh Pertamina 
kepada BP Migas. 
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP 
Migas) merupakan badan hukum milik negara yang secara khusus 
berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 
Gas Bumi dibentuk oleh pemerintah selaku pemegang kuasa 
pertambangan untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu 
dibidang minyak dan gas bumi.6 Kegiatan usaha hulu yang mencakup 
eksplorasi dan eksploitasi, dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk 
usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan 
pelaksana.7BP Migas berfungsi melakukan pengendalian dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha 
Hulu Migas agar pengambilan SDA minyak dan gas bumi milik negara 
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.8 
Memperhatikan konsepsi BP Migas dikaitkan dengan pengelolaan 
sumber daya alam migas, BP Migas merupakan organ pemerintah yang 
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 Lihat Pasal 1 angka 23 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. 
7Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
8
 Lihat Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. 
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khusus, berbentuk BHMN. BP Migas memiliki posisi strategis yang 
bertindak atas nama pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara 
atas migas khususnya kegiatan hulu (ekplorasi dan eksploitasi), yaitu 
fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, 
penandatangan kontrak dengan badan usaha, pengembangan wilayah 
kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan usaha, 
monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual migas 
bagian negara kepada badan hukum lain.9 
Oleh karena, BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian dan 
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam migas dan bukan 
institusi bisnis maka negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat 
melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam migas 
pada kegiatan hulu. Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber 
daya alam migas menurut UU Migas hanya Badan Usaha (yaitu BUMN), 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Badan Usaha Swasta dan 
Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan hal tersebut maka konstruksi 
hubungan antara negara dan sumber daya alam migas menurut UU Migas 
dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan yang 
dilaksanakan oleh BP Migas. Fungsi penguasaan negara oleh BP 
Migasberupa tindakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan 
migas yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat berupa BUMN, 
BUMD, Koperasi, usaha kecil atau badan hukum swasta maupun Bentuk 
Usaha Tetap.  
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 Putusan Mahkamah Konstitusi., hal 103. 
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Hingga tahun 2012 berakhirnya masa tugas BP Migas seiring 
dilayangkannya gugatan pelanggaran konstitusi yang terdapat di dalam 
UU Migas terkait dengan keberadaan BP Migas yang diindikasi syarat 
akan campur tangan asing. Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan 
beberapa permasalahan konstitusi dalam putusannya nomor 36/PUU-
X/2012 terkait pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 . Permasalahan tersebut adalah 1) Kedudukan dan 
wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi,selanjutnya disebut 
BP Migas;2) Kontrak Kerja Sama Migas;3) Frasa “yang diselenggarakan 
melalui mekanisme persaingan usaha yangwajar, sehat, dan 
transparan”;4) Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli;5) Larangan 
penyatuan usaha hulu dan hilir;6) Pemberitahuan Kontrak Kerja Sama 
(KKS) kepada DPR.10 
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedudukan dan kewenangan 
yang dipegang oleh BP Migas sebagai representasi pemerintah dalam 
penguasaan negara telah mendegradasi makna penguasaan negara atas 
sumber daya alam migas.11 Tugas BP  Migas yang salah satunya yaitu 
melaksanakan kontrak menjadikan negara menempati status yang 
sederajat dengan badan usaha. Mengkonstruksikan hubungan antar 
negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan migas dengan 
hubungan keperdataan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) telah 
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Ibid., hlm. 97. 
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Ibid., hlm. 104. 
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menghilangkan martabat bangsa sebagai negara yang berdaulat atas 
seluruh unsur kekuasaan Negara Indonesia.  
Menurut UU Migas, KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk 
kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang 
lebih menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.12 Kontrak Kerja Sama yang dilakukan yakni BP 
Migas bertindak mewakili pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan 
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Posisi 
demikian yang dalam hubungannya antara BP Migas (negara) dengan 
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat 
keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap yang mengelola migas dalam posisi yang sederajat. 
Ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. 
Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi 
kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara 
kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam yaitu 
kedaulatan untuk mengatur migas yang bertentangan dengan isi KKS. 
Padahal negara sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber 
daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa 
manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Menurut Mahkamah Konstitusi, hubungan antara negara dengan 
swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan 
dengan hubungan keperdataan. Hubungan tersebut harus merupakan 
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hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau 
perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. 
Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber 
daya alam, dalam hal ini migas.13 Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
menurut Mahkamah Konstitusi hubungan antara negara dan sumber daya 
alam migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas 
selaku BHMN sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah 
dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumiadalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang 
dimaksud oleh konstitusi.14 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
memutuskan bahwa pasal yang diajukan pemohon untuk sebagian 
khususnya terkait dengan keberadaan BP Migas telah menyalahi 
konstitusi. Selanjutnya untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena 
tidak ada lagi BP Migas maka Mahkamah menegaskan organ negara 
yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas adalah pemerintah 
selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini kementrian yang 
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang migas. Segala 
hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah diumumkannya 
putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah 
atau BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah.15 
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Ibid., hal. 114. 
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Setelah pembubaran BP Migas selanjutnya Presiden membentuk 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi atau yang biasa disebut dengan SKK Migas. SKK Migas dibentuk 
melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi.  
Keberadaan SKK Migas pasca pembubaran BP Migas ternilai tidak 
mengindahkan putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Hal tersebut dapat dilihat 
dari tugas SKK Migas yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
memiliki tugas yang sama dengan BP Migas sebelumnya.  
Berdasarkan uraian di atas, terdapat kecenderungan bahwa 
keberadaan SKK Migas tidak betul-betul mengindakan putusan MK yang 
telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini mendorong penulis untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012”. 
B. Rumusan Masalah 
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1. Sejauh mana Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Mengacu  pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 ? 
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembentukan Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui Implementasi Putusan pembentukan Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas mengacu  pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 ? 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pembentukan Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ? 
 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan 
kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak 
dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. 
2. Secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai saran bagi institusi 
yang berkaitan dengan kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana 















A. Hak Menguasai Negara 
Penguasaan atas segenap cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah suatu hal 
mutlak yang harus dijalankan oleh pemerintah selaku pihak yang diberi 
kuasa oleh negara. Hal tersebut telah jelas tertuang dalam Konstitusi 
Negara Republik Indonesia yakni Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
Sebuah referensi buku yang ditulis oleh Aminuddin Ilmar, penulis 
mengutip sebuah catatan yang dikemukakan oleh M. Rusli Karim yang 
menyebutkan bahwa Konsep penguasaan negara sangat erat kaitannya 
dengan kewenangan dari negara. Kewenangan merupakan kekuasaan 
yang memiliki keabsahan, sedangkan arti dari kekuasaan tidak selalu 
memiliki keabsahan.16 Hak negara yang memiliki kewenangan mutlak 
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 M. Rusli Karim, Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi, Tiara 
Wacana, Yogyakarta, Cetakan Petama, 1997, hlm 1. 
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yang sah atas segala cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
menjadikan negara bebas secara aktif mengatur proses pemanfaatan 
cabang-cabang produksi tersebut. Hal tersebut senada dengan 
pernyataan yang dikemukakan oleh Aminuddin Iilmar yang menyimpulkan 
bahwa penguasaan negara adalah suatu kewenangan atau wewenang 
formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk 
bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan 
negara atau dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan 
dengan wewenang pemerintah semata, akan tetapi meliputi pula semua 
wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pengusahaan.17 Sehingga 
hak penguasaan negara dilaksanakan oleh pemerintah secara harmonis 
dengan berpegangan kepada konstitusi dan memperhatikan wewenang 
pelaksanaan tugas dalam pengusahaan di sektor produksi yang 
menguasai hajat hidup orang banyak. 
1. Kedaulatan Negara dalam Pengusahaan Migas 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada tiga kosa kata yang 
terkait dengan kedaulatan, yaitu daulat; berdaulat; dan kedaulatan 
yang masing-masing berarti “kekuasaan”, “mempunyai kekuasaan 
tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah”, dan 
“kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan 
sebagainya”. Dengan demikian, kedaulatan atas SDA berarti 
kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara atas SDA. Mengutip dari 
pernyataan Agus Salim selaku biro hukum dan humas kementrian 
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 Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Prenada Media Group, 
Jakarta, Edisi Pertama, hlm 24. 
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ESDM yang menjelaskan bahwa prinsip kedaulatan negara atau hak 
menguasai oleh negara atas SDA bukanlah sesuatu yang asing dan 
bahkan telah diakui sepenuhnya oleh hukum internasional 
sebagaimana dapat dijumpai dalam pelbagai dokumen resmi. 
Dokumen-dokumen dimaksud, adalah sebagai berikut:18 
a. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di 
bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai 
hak setiap  negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya. 
b. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Deseember 1962, 25 
November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini 
memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty 
(penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan 
tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu 
negara.  
c. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang 
pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program 
Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic 
Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan 
kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi 
kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi.  
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 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedaulatan Negara dalam Pengusahaan Migas, 
diakses melalui http://www2.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4940-pengusahaan-migas-di-
indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-3-kedaulatan-negara-dalam-pengusahaan-migas-
.html pada tanggal 15 Januari 2015. 
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d. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan 
Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 
1966. Perjanjian ini juga menegaskan mengenai hak suatu 
negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya. 
e. Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di 
Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara 
memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai 
dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. 
Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab 
atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di 
wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.  
Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas 
sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dijabarkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu Undang-
Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak 
dan Gas Bumi (UU Migas 1960) sebagaimana telah diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi (UU Migas 2001). Setidaknya prinsip dikuasai oleh negara 
terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini.  
a. Migas sebagai SDA strategis merupakan kekayaan nasional dan 
dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat 1 UU Migas). 
b. Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh 
pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 
ayat 2 UU Migas). 
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c. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah  
membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk 
melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di 
bidang migas (Pasal 1 angka 23  jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) 
dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan 
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan 
gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir 
(Pasal 1 angka 24 jo Pasal 8 ayat 4, Pasal 46, dan Pasal 47 UU 
Migas). 
d. Kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik 
penyerahan (Pasal 6 ayat 2). 
Selain UU Migas 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Energi juga mengisyaratkan prinsip kedaaulatan negara atas 
SDA. Pasal 6 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal krisis energi dan darurat 
energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial 
masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib 
melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan”.19 
2. Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara 
Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dengan tujuan 
penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 
rakyat indoensia sesuai amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 





1945. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa baik perseorangan, 
masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas 
sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai 
ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di 
bawahnya. 
Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh 
pemerintah/presiden sebagai pemegang kuasa pertambangan.20 
Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara 
kepada pemerintah/presiden untuk menyelenggarakan kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi. Proses menjalankan kekuasaan negara, 
pemerintah harus berdasar kepada UUDNRI 1945 dan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) serta pertauran perundang-
undangan lainnya. Untuk selanjutnya kekuasaan pemerintah itu 
dijalankan oleh menibidteri sebagai pembantu utama presiden, 
bahkan dalam penjelasan umum UUDNRI 1945 disebutkan 
menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan 
pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek. 
3. Urgensi Upaya Mewujudkan Kedaulatan Migas 
Hakikat kedaulatan migas sebagai bagian dari kedaulatan 
energi adalah kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan minyak dan 
gas bumi nasional. Berarti, secara neto tak ada lagi impor minyak 
dan BBM. Sejak menjadi negara pengimpor neto minyak tahun 2004, 
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Indonesia bergantung kepada negara lain dan tidak lagi memiliki 
kadaulatan energi.21 
Kedaulatan atas penguasaan volume produksi di dalam 
negeri menjadi sangat strategis karena terkait langsung besaran 
volume impor minyak dalam hal ini BBM. Besaran subsidi BBM 
yang bermuara pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Bagi negara dengan tingat ketergantungan energi 
relatif tinggi kepada negara lain, kedaulatan atau penguasaan 
volume migas menjadi sangat strategis karena langsung terkait 
hajat hidup rakyat. 
Penguasaan volume oleh kontraktor atas pengembalian 
biaya pemulihan sebesar 30-35 persen volume lifting jelas 
mengurangi akses Indonesia untuk kedaulatan migas di dalam 
negeri. Guna mengangkat kedaulatan migas nasional, ke depan 
pemerintah perlu merevisi model kontrak migas agar formula 
pengembalian biaya pemulihan tidak lagi dalam bentuk volume, 
tetapi diganti dengan dollar; tidak lagi dalam bentuk inkind, tetapi 
tunai (cash) dengan patokan harga pasar atau Indonesia Crude 
Price (ICP). Keuntungan bagi Indonesia adalah jika volume migas 
untuk kilang BBM dan sektor pengguna migas di dalam negeri 
bertambah, jumlah impor minyak dan BBM berkurang, jumlah 
subsidi untuk BBM berkurang yang semuanya akan bermuara pada 
pengurangan defisit APBN.  
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B. Pengelolaan Migas Nasional 
Penyelenggaraan tata kelola migas dilakukan oleh pemerintah 
sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu, 
sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha 
setelah sebelumnya mendapat izin usaha dari Pemerintah.22 Maka dari itu, 
agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas dapat 
berjalan lebih efisien maka dibentuk pula BP Migas dan Badan Pengatur 
Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas).  
Kegiatan usaha untuk menemukan cadangan baru diperlukan investasi 
yang tinggi sesuai dengan sifat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
yang padat modal (high cost), beresiko tinggi (high risk), dan 
menggunakan teknologi tinggi (high tech). Sehingga dalam rangka 
menghindari adanya pembebanan terhadap keuangan negara, 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana 
dituangkan dalam UU Migas telah mengambil suatu keputusan bahwa 
bentuk Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang sesuai adalah 
Kontrak Bagi Hasil atau kontrak lain yang menguntungkan bagi negara.23 
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa Kontrak Kerja 
Sama Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (Production 
Sharing Contract), maka Pemerintah tidak dibebani atas resiko apabila 
tidak ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara komersial dalam 
masa eksplorasi (resiko ditanggung oleh kontraktor), selain itu kontraktor 
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juga wajib menyediakan biaya-biaya yang diperlukan, sumber daya 
manusia dan teknologi yang dibutuhkan. 
1. Pihak Pengelola Migas 
Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2001, pertambangan minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan 
Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960. Berdasarkan ketentuan 
tersebut maka kontrak bagi hasil (Production sharing contract) 
merupakan perjanjian bagi hasil dibidang pertambangan minyak dan 
gas bumi di sektor hulu. Para pihak yang terkait dalam kontrak 
production sharing adalah Pertamina dan Kontraktor.24 Tahun 1960 
disahkannya Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang 
mengamanatkan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi 
hanya dilaksanakan oleh perusahaan negara. Oleh karena itu 
didirikanlah PN Pertamina berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1968. 
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 
1960 menetapkan:  
“apabila diperlukan Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 
kontraktor untuk perusahaan negara guna melaksanakan pekerjaan 
yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan 
negara”.  
Dengan demikian perusahaan asing harus berubah status menjadi 
kontraktor perusahaan negara. Berdasarkan ketentuan Undang-
undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Maka tugas Pertamina dalam 
mewakili negara dalam Kontrak Bagi Hasil (Production 
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SharingContract) tidak ada lagi. Peran tersebut beralih kepada Badan 
Pelaksana yang merupakan bagian dari pemerintah.  
Keberadaan UU Migas yang baru menjadikan status Pertamina 
setara dengan perusahaan minyak swasta domestik maupun asing. 
Namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas maka para pihaknya adalah badan pelaksana dengan 
badan usaha atau badan usaha tetap. Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2001 mengubah para pihak yang terkait dalam Kontrak Bagi 
Hasil (Production SharingContract), kalau sebelumnya adalah 
Pertamina sebagai perusahaan negara dan perusahaan migas 
sebagai kontraktor, maka setelah berlakunya UU Migas tersebut maka 
para pihak yang ada dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 
Contract), adalah negara yang diwakili badan pelaksana sedangkan 
kontraktornya adalah badan usaha/badan usaha tetap.25 
Badan Pelaksana seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (23) 
adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian 
kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Sedangkan 
menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) : 
“Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.  
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (18), yang dimaksud : 
“Badan usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan 
berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik 





Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang 
berlaku di Republik Indonesia”.  
Ketentuan tersebut membawa implikasi yang dapat membahayakan 
kepentingan nasional. Hal ini disebabkan jaminan atas kontrak 
Kerjasama dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) telah 
diperluas.  
Jika berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 
1960 hanya dijamin oleh aset BUMN (Pertamina) sebagai pihak 
penandatangan kontrak di dalam pola hubungan perusahaan ke 
perusahaan dengan pihak perusahaan minyak domestik dan 
perusahaan asing. Tetapi berdasarkan ketentuan Undang-undang 
Migas Nomor 22 Tahun 2001, kontrak pengusahaan Migas diubah 
dengan jaminan seluruh aset pemerintah di dalam pola hubungan 
negara dengan perusahaan. Karena yang menandatangani kontrak 
berdasarkan ketentuan tersebut dari pihak Indonesia adalah BP Migas 
yang merupakan bagian pemerintah. 
Selain itu tidak ada ketentuan pelibatan Pemerintah Daerah 
dan masyarakat di wilayah eksplorasi migas dalam proses 
kesepakatan Kontrak Kerjasama dan Kontrak Bagi Hasil (Production 
Sharing Contract). Bagian daerah hanya dalam hal mendapat bagian 
penerimaan negara. Pemerintah Daerah seharusnya dilibatkan dalam 
proses Kontrak Kerjasama dan Kontrak Bagi Hasil (Production 
SharingContract), karena daerah dan masyarakat disekitar wilayah 
pertambanganlah yang harus menanggung beban resiko dan 
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menerima dampak dari eksplorasi dan eksploitasi pertambangan 
migas. 
2. Kontrak di sektor Migas 
Pengusahaan minyak dan gas bumi membutuhkan investasi 
yang besar, teknologi tinggi serta resiko yang besar pula. Sama 
seperti bisnis lainnya, pengusahaan migas bertujuan untuk mencari 
keuntungan. Terkait pengusahaan migas ini, secara umum terdapat 
dua sistem kontrak yaitu service contract dan Production Sharing 
Contract (PSC).26 
Service contract dibagi menjadi sistem berdasar atas fee yang 
flat dan pembagian mengacu pada profit. Pada sistem pertama, 
kontraktor tidak menanggung resiko. Sedangkan pada sistem kedua, 
kontraktor menanggung resiko atas keberhasilan proyek. Dalam 
service contract, pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada kontraktor 
untuk mengusahakan suatu servis tertentu yang akan dire-imburse 
melalui remunerasi yang flat atau didasarkan atas profit yang 
dihasilkan.  
Perbandingan negara-negara yang menggunakan sistem 
konsesi, PSC dan risk service dalam pengusahaan sektor migas, 
menunjukkan bahwa sebagian besar negara menggunakan sistem 
konsesi, disusul PSC. Hanya sedikit negara yang menggunakan 
sistem risk service yaitu terutama negara-negara Amerika Latin. 
Sistem konsesi banyak dipilih oleh negara-negara maju, antara lain 





Austalia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Angola, Brazil, 
Rusia.27 Konsesi sesuai terminologinya, pemerintah melimpahkan 
kepada investor hak untuk mengeksplorasi, memproduksikan dan 
menjual minyak dan mengelola operasi. Sebagai imbalannya, 
pemerintah menerima royalty dan pajak pendapatan. Pemerintah tidak 
berpartisipasi atau mengontrol proyek, sehingga kontraktor menyukai 
model ini.  Sistem konsesi juga memiliki kontrak lebih sedikit dan 
kurang fleksibel dibandingkan bentuk-bentuk lainnya. Kebanyakan hak 
dan kewajiban investor dinyatakan dalam legislasi umum. 
Negara-negara yang menggunakan sistem PSC lebih banyak 
didominasi oleh negara berkembang seperti Indonesia, Aljazair, 
China, Kongo, Khazaktan, Malaysia, Peru dan Qatar.28 Pada kontrak 
bagi hasil, hasil yang didapat dibagi antara pemerintah dan kontraktor, 
di samping terdapat beberapa macam bentuk government take 
lainnya. Bentuk ini paling fleksibel karena kebanyakan hak dan 
kewajiban dinyatakan dalam peraturan kontrak yang dinegosiasikan. 
Kontrak jasa memberikan peran kepada investor beroperasi 
lebih sebagai sub kontraktor atas nama pemerintah setempat. 
Biasanya bekerja untuk perusahaan nasional. Sebagai gantinya, 
investor dibayar dengan fee, biasanya per barel minyak yang 
dihasilkan. Salah satu bentuk kontrak jasa adalah risk service 
contract, dimana perusahaan asing menanggung resiko kegagalan 
dan sebaliknya mendapat keuntungan jika proyeknya berhasil. 
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Akibatnya, risk services contract mirip dengan sistem bagi hasil. 
Bedanya, kontraktor dibayar dalam bentuk cash bukan dalam bentuk 
migas29. 





C. Hierarki Lembaga Negara 
Hierarki lembaga negara dibedakan kedalam tiga lapis yaitu:30 
1. Organ lapis pertama disebwut sebagai lembaga tinggi negara, di mana 
nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD NRI 
1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis 
pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu:  
a. Presiden dan Wakil Presiden,  
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  
e. Mahkamah Konstitusi (MK),  
f. Mahkamah Agung (MA),  
g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, di mana 
dalam lapis kedua ini, ada lembaga yang sumber kewenangannya dari 
Undang-Undang dan sumber kewenangannya bersumber dari regulator 
atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang. Kelompok 
pertama yaitu organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD 
NRI 1945 misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, 
Bank Sentral; Kelompok kedua, organ istitusi yang sumber 
kewenangannya adalah Undang-Undang, misalnya Komnas HAM, 
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Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Komii Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain 
sebagainya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah organ konstitusi 
yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya 
berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-
Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman 
Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yakni merupakan 
lembaga negara yang ada di daerah yang di mana ketentuannya telah 
diatur oleh UUD NRI 1945, yaitu: Pemerintahan Daerah Provinsi; 
Gubernur, DPRD Provinsi; Pemerintah Daerah Kota; Walikota, DPRD 
Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten; Bupati, DPRD Kabupaten. Di 
samping itu, di dalam UUD NRI 1945 disebutkan pula adanya satuan-
satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang 
diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga 
eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.  
D. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tentu akan berdampak luas dan 
membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut 
atau pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan 
tersebut, sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan telah terjadi 
kekosongan hukum. Ruang lingkup akibat hukum putusan yang 
menyangkut pengujian satu pasal, ayat atau bagian undang-undang, dan 
bahkan undang-undang secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan 
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tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, apakah secara otomatis meliputi 
peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.  
Kekosongan pengaturan tentang suatu peraturan, penting diketahui 
bagaimana eksplanasi teoretis implikasi dan ruang lingkup akibat hukum 
putusan MK serta bagaimana implementasinya, agar masyarakat dapat 
mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku mengikat. Hal ini 
perlu untuk menjamin bahwa hukum yang baru tersebut dipatuhi dan 
ditaati. 
Putusan MK yang demikian dalam kenyataannya telah mengubah 
hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru, dengan 
menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-
undang tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai 
hukum melalui satu pernyataan. Dalam kenyataanya, hakim MK dengan 
putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum 
untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat 
undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk 
itu.31 
Hal ini sangat terkait erat dan menjadi substansi doktrin atau 
mekanisme checks and balances yang dibangun seiring dengan 
perubahan UUD NRI 1945. Sejarah ketatanegaran Indonesia di masa 
Orde Baru hampir tidak mengenal adanya checks and balances di antara 
lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada 
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Presiden.32Perubahan UUD NRI 1945 melahirkan satu kekuatan 
penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk 
kelembagaan yang setara. Jika dihadapkan dengan doktrin klasik 
separation of powers, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-
lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan 
terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme 
checks and balances pasca perubahan UUD NRI 1945 tampaknya dapat 
juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin separation of powers atau 
pembagian kekuasaan negara dengan menghubungkan cabang 
kekuasaan yang saling terpisah.33 Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan. 
Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan satu pasal, ayat atau 
bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
apabila menurut pendapatnya pasal, ayat atau bagian undang-undang 
tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. 
Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan tidak 
dikenal upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi lagi, sehingga 
putusan MK tersebut mengikat secara umum begitu diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh 
pembentuk undang-undang, yang oleh MK ditemukan bertentangan 
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dengan UUD NRI 1945, dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan 
hukum yang baru, yang dirumuskan oleh MK.34 
Sampai dengan tahun 2009, banyak undang-undang yang telah 
diuji oleh MK, dan banyak pula diantaranya yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum mengikat. 
Dalam kata lain, dengan putusan MK tersebut, pasal, ayat dan/atau 
bagian undang-undang tertentu harus dikeluarkan dari sistem hukum 
Indonesia. 
Sebagai sesuatu hal baru yang diadopsi dalam praktik 
ketatanegaraan, konsep pengawasan dan penyeimbang terhadap satu 
cabang kekuasaan negara dengan memberi ruang bagi lembaga negara 
lain memasuki ranah kekuasaan satu cabang kekuasaan negara tertentu 
dan membatalkan keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Hal iniboleh 
jadi merupakan satu persoalan tersendiri dalam penerimaan putusan MK 
serta tindak lanjut dalam implementasinya. Kewenangan yang disebut 
sebagai judicial review demikian,sesungguhnya telah memberi ruang dan 
kesempatan pada hakim MK untuk turut serta menjadi policy maker dalam 
pembuatan hukum,melalui pengujian dan tafsir maupun konstruksi hukum 
yang digunakan dalam rangka penyelesaian perselisihan yang 
dihadapkan padanya. 
Tindak lanjut putusan MK yang membatalkan satu undang-undang, 
baik pasal, ayat atau bagiannya saja, membutuhkan kejelasan bagaimana 
proses implementasinya dilakukan agar dapat berlangsung efektif dalam 
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koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin checks and 
balances. Hal tersebut akan selalu mengandung kontroversi sendiri dalam 
konsep separation of powers jika tanpa penjelasan yang cukup. 
Dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan MK 
sebagaimana telah diutarakan di atas, maka meskipun hanya bersifat 
deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar juga memiliki sifat konstitutif. Artinya putusan MK 
tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan 
sekaligus membentuk hukum yang baru. Hal ini membawa keharusan bagi 
addresat putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang 
bersesuaian dengan UUD NRI 1945 ataupun meniadakan satu norma 
hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji. Dalam hal 
demikian, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen, hakim konstitusi adalah 
negative legislator. Artinya hakim dan putusan-putusannya berfungsi 
melaksanakan pengawasan dan penyeimbangan dalam penyelenggaraan 
kekuasaan negara. Kelsen menyatakan bahwa: 
“The annulment of a law is legislative function, an act – so to 
speak – of negative legislation. A court which is competent to 
abolish laws – individually or generally – functions  as a 
negative legislator”.35 
Putusan hakim konstitusi sebagai negative legislator mengikat secara 
umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara 
sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Akibatnya semua organ 
penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak menerapkan lagi 
hukum yang telah dibatalkan tersebut. Putusan yang bersifat final dan 





memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno 
yang terbuka untuk umum menyebabkan materi muatan ayat, pasal 
dan/atau bagian undang-undang ataupun undang-undang secara 
keseluruhan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut 
membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan 
diundangkannya satu undang-undang yaitu bersifat erga omnes. Itu 
berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat 





A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis memilih 
lokasi penelitian tersebut karena dapat membantu penulis dalam 
mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam pembahasan sebagai 
penunjang akuratnya data yang dipaparkan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, 
adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah Data 
Sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian,36 data dari internet, 
peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang 
masih berhubungan dengan objek penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka, yaitu 
mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis data 
untuk kemudian dilakukan pemahaman, pencatatan atau pengutipan 
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terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap 
sebagai berikut. 
1. Identifikasi data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh 
diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan dalam 
pembahasan. Sehingga terjadi sinkronisasi antara data yang 
dikumpulkan dan pembahasan. 
2. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu 
data yang telah diidentifikasi kemudian dipilah untuk disesuaikan 
dengan rumusan masalah yang ada. 
D. Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, 
sehingga karakterisitik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 
dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kegiatan penelitian. Hasil analisis tersebut dapat 
ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang telah dirumuskan, 
berdasarkan teknik analisis yang telah ditentukan dan sesuai dengan 
permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini, data yang diperoleh melalui 
studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
mengenai Kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 







A. Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu 
Minyak dan Gas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
X/2012 
Pembentukan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu 
minyak dan gas bumi (SKK Migas) merupakan sebuah lembaga yang 
dibentuk untuk menggantikan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Migas (BP Migas). Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Migas telah dibubarkan seiring dibatalkannya beberapa pasal dalam UU 
No 21 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas yang mengatur keberadaan 
BP Migas tersebut. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas hanya bersifat sementara. Berdasarkan penjelasan dari 
Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan 
oleh SKK Migas sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di 
bidang minyak dan gas. Sehingga pengelolaan migas nasional masih 
membutuhkan sebuah kepastian hukum melalui pembentukan suatu 
peraturan perundang-undangan yang baru. 
Diawali dari pertimbangan putusan sidang mahkamah konstitusi 
Nomor 36/PUU-X/2012 terkait pengujian undang-undang no. 22 tahun 
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2001 tentang minyak dan gas pada bagian [3.22] yang menjelaskan 
bahwa :  
“untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP 
Migas maka Mahkamah perlu menegaskan organ negara yang 
akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai 
terbentuknya aturan yang baru. Menurut Mahkamah, fungsi dan 
tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku 
pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian 
yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang 
Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS 
setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan 
Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah;” 
 
maka berdasarkan hal tersebut selanjutnya dibentuklah satu organisasi 
pemerintah yang bekerja untuk melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas 
yaitu Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas 
(SKSP Migas) berdasarkan perpres No. 95 Tahun 2012 kemudian 
dibentuk lagi SKK Migas dimana dalam pembentukannya didasarkan pada 
peraturan presiden No. 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan 
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas kemudian ditindak 
lanjuti oleh peraturan menteri No. 9 Tahun 2013 tentang organisasi dan 
tata kerja satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi sampai diterbitkannya UU baru di bidang minyak dan gas.  
1. Instruksi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengelolaan 
sektor Minyak dan gas pasca pembubaran Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Pembubaran BP Migas tentudilatar belakangi oleh berbagai faktor 
sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pemberian penilaian 
konstitusional atas isu-isu yang dipersoalkan. mahkamahmenemukan 
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beberapa permasalahan konstitusional yang ada dalam UU Migas. 
Salah satu diantaranya yakni kedudukan dan wewenang BP Migas. 
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dibentuk oleh 
pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan berdasarkan 
undang-undang untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di 
bidang minyak dan gas bumi.  
Pembentukan tersebut menempatkan BP Migas pada posisi yang 
memiliki status Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga tidak 
mempunyai aset, kedudukannya tidak dapat melibatkan secara 
langsung dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas tak 
punya sumur, kilang, tanker, truk pengangkut dan SPBU, serta tidak 
bisa menjual minyak bagian negara. Berbeda dengan BUMN yang 
mempunyai aset dan bisa secara langsung melakukan eksplorasi dan 
eksploitasi kegiatan hulu migas. Antara BHMN dan BUMN terdapat 
perbedaan yang signifikan ditinjau dari tujuan dan sifat usaha atau 
kegiatannya. Tujuan BUMN adalah mencari laba dan bersifat komersial, 
sedangkan tujuan BHMN adalah idiil dan bersifat nirlaba.37 Sedangkan 
persamaan antara BUMN dan BHMN adalah terletak pada modal 
badan hukum tersebut yang meerupakan kekayaan negara yang 
dipisahkan. Selanjutnya dari sudut doktrin kedua badan hukum tersebut 
telah memenuhi persyaratan materiil seperti kekayaannya yang 
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terpisah dari kekayaan anggota organ badan hukum, tujuan tertentu, 
mempunyai kepentingan tertentu, maupun organisasi yang teratur.38 
Dilihat dari kedudukan BP Migas yang berstatus Badan Hukum 
Milik Negara yang dibatasi pada tidak bisanya BP Migas melakukan 
fungsi pengelolaan secara langsung maka pengelolaan migas nasional 
dilakukan dengan  pembagian fungsi penguasaan pengelolaan migas. 
Fungsi pengaturan dan pengawasan sebagai representasi penguasaan 
negara atas sumber daya alam migas yang dipegang oleh BP Migas 
menempatkan BP Migas memiliki posis yang strategis. Jadi 
pengelolaan migas di  sektor hulu berupa tindakan pengendalian dan 
pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada BP Migas untuk 
merealisasikan penguasaan negara terhadap SDA berdasarkan 
konstitusi. Sementara kegiatan usaha hulu yang mencakup fungsi 
pengelolaan dan pengurusan dilaksanakan oleh badan usaha atau 
bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan 
pelaksana. 
Konstruksi pengelolan migas pada sektor hulu yang melibatkan 
BHMN dan badan usaha atau bentuk usaha tetap pada prinsipnya 
ditetapkan dengan syarat minimal yaitu:39 i) kepemilikan sumber daya 
alam ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) 
pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) 
modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk 
usaha tetap. Hubungan yang menempatkan BP Migas sebagai 
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pengatur dan pengawas terhadap seluruh aktifitas pengelolaan migas 
menempatkan BP Migas berada pada posisi sentral dalam menentukan 
arah pengelolaan SDA nasional khususnya pada sektor migas apakah 
migas nasional memberikan keuntungan dan kemanfaatan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau tidak. Sehingga segala 
sesuatu yang dilakukan BP Migas terhadap badan usaha atau bentuk 
usaha tetap dengan kontrak yang disepakati sangat menentukan arah 
orientasi pengelolaan migas nasional. 
Sistem operasi pengelolaan hulu migas yang dilakukan dengan 
membagi dua fungsi pengelolaan yaitu fungsi pengaturan dan 
pengawasan diserahkan pada BP Migas sedangkan fungsi pengelolaan 
secara langsung khususnya ekplorasi dan eksploitasi diserahkan 
kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap. Bentuk penguasaan 
negara pada prinsipnya meliputi lima fungsi yaitu fungsi kebijakan, 
pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.40 Fungsi 
tersebut oleh pemerintah harus ditempatkan dalam posisi yang sama, 
oleh karena itu jika pemerintah tidak menjalankan salah satu fungsi dari 
lima fungsi tersebut maka hal yang demikian ternilai tidak menjiwai 
pengertian dari penguasaan negara atas SDA sebagaimana uraian 
penjelasan “penguasaan negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 002/PUU-I/2003. 
Hirarki bentuk penguasaan negara atas tata kelola SDA nasional 
pada prinsipnya yaitu pada peringkat pertama dan yang paling penting 
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adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber 
daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara 
membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam 
peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.41 Jadi 
konstruksi pengelolaan Migas nasional yang membagi dua fungsi 
pengelolaan migas sebagaimana fungsi yang dilaksanakan oleh BP 
Migas telah mendegradasi makna penguasaan negara atas migas. Hal 
tersebut dikarenakan tugas yang diberikan kepada BP migas yang 
hanya berfungsi sebagai pengendali dan pengawas telah menutup 
ruang untuk pemerintah melakukan pengelolaan secara langsung atau 
menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola 
seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu.Sementara 
fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat 
pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Konstruksi hubungan yang demikian inilah yang menjadi 
pertimbangan mahkamah untuk menilai keberadaan BP Migas 
bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara 
yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Oleh karena itu 
pengelolaan migas nasional sepatutnya ditekankan pada bagaimana 
pemerintah melakukan pengelolaan secara menyeluruh dengan turut 
berperan aktif dalam meksanakan pengelolaan secara langsung. 
Lebih lanjut penjelasan mahkamah menekankan untuk negara 
secara penuh harus melaksanakan pengelolaan secara langsung 
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kecuali negara memang tidak mampu melakukannya. Pada saat negara 
tidak mampu melakukan pengelolaan secara langsung, itulah 
kesempatan yang dapat diberikan kepada swasta. Mahkamah 
meajibkan negara melaksanakan pengelolaan secara langsung apabila 
negara memiliki kemampuan atau kecukupan modal, teknologi dan 
kapasitas untuk mengelola. Mendukung pendapat tersebut, mahkamah 
mengutip kepada tulisan Muhammad Hatta mengenai pasal 33 UUD 
1945 yang menerangkan bahwa: 
“Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah 
produksi yang besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh 
pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila 
siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada 
pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan 
syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila tenaga 
nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam 
tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. 
Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, 
maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam 
modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang 
ditentukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat 
yang ditentukan itu terutama menjamin kekayan alam kita, 
seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap tepelihara. 
Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian 
pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan 
tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pasa satu tingkat 
makin lama makin berkurang.”42 
Mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan 
sumber daya alam migas, mahkamah berpendapat bahwa :43 
“negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan 
kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan 
semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan. Menurut 
Mahkamah, pemisahan antara badan yang melakukan fungsi 
regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang 
melakukan pengelolaan dan bisnis Migas secara langsung, 
mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas 
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sumber daya alam Migas. Walaupun terdapat prioritas 
pengelolaan Migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana 
telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan Nomor 
002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, efektivitas 
penguasaan negara justru menjadi nyata apabila Pemerintah 
secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan 
(policy) tanpa ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan 
BP Migas.” 
Apabila tidak terdapat pembatasan fungsi pemerintah, maka 
pemerintah akan memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, 
pengurusan, pengelolaan dan penguasaan atas sumber daya alam 
Migas. Menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, 
Pemerintah oleh Mahkamah selanjutnya diinstruksikan melakukan 
tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan 
memberikan konsesi kepada satu atau beberapa Badan Usaha Milik 
Negara untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor 
hulu.44Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian yang ada 
kaitannya dengan pengusahaan migas. Kementerian yang terlibat 
mengusahakan migas saat ini adalah kementerian Energi dan Sumber 
Daya Alam (ESDM). Kementerian ESDM memiliki Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas (Ditjen Migas) yang berfungsi merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan pada sektor migas yang juga berperan penting 
dalam mementukan haluan pengelolaan migas nasional. Selanjutnya 
dari ditjen migaslah sepatutnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik 
Negara untuk melakukan KKS dengan Badan Usaha Milik Daerah, 
Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha 
Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara 





yang menjadi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 akan terlaksana dengan 
nyata.  
Mengisi kekosongan hukum atas dibubarkannya BP Migas maka 
fungsi dan tugas dari BP Migas menurut mahkamah diserahkan dan 
dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan 
dalam hal ini kementrian yang memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab dalam bidang migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas 
dalam KKS setelah dibubarkannya BP Migas dilaksanakan oleh 
pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 
2. Tindakan Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-X/2015 
Putusan Mahkamah konstititusi yang membatalkan seluruh pasal yang 
terkait eksistensi BP Migas di dalam UU No 21 Tahun 2002 tentang 
minyak dan gas telah membuat pemerintah membentuk satu organ 
negara baru yang bertugas mengelola kekayaan alam negara disektor 
migas. Setelah dibubarkannya BP migas sebagai organ negara yang 
berfungsi menjalankan kekuasaan negara pada sektor migas Regulasi 
yang diterbitkan pemerintah pasca pembubaran BP Migasterkesan 
tanpa orientasi, terkesan bingung mau dibawa ke mana pengelolaan 
Minyak dan Gas Bumi. Terlihat pada regulasi yang diterbitkan ada 2 
(dua) Perpres dan 3 (tiga) Kepmen, status badan pengganti BP Migas 
masih bersifat sementara pertama-tama dibentuk Satuan Kerja 
Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKSP Migas) 
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berdasarkan perpres No. 95 Tahun 2012 kemudian dibentuk lagi SKK 
Migas untuk sebagai moderenisasi dari SKSP yang dibentuk 
sebelumnya. 
Keberadaan SKK Migas saat ini yang dibentuk untuk mengisi 
kekosongan hukum atas dibubarkannya BP Migas terkesan tidak 
memberikan perubahan atas struktur tata kelola migas nasional 
sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan sidang mahkamah 
konstitusi terhadap pengujian UU Migas.  
Pembentukan SKK Migas yang berdasar pada Perpres No. 9 
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolan Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi dan ditindaklanjuti oleh peraturan menteri 
ESDM No. 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi  dan Tata Kerja Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
terkesan tidak jauh berbeda dengan BP Migas. Diawali dari tugas yang 
diemban oleh SKK Migas adalah sama dengan tugas yang diberikan 
kepada BP Migas dalam menjalankan organ negara ini. Tugas BP 
Migas yang menjadi dasar dari mahkamah untuk mempertimbangkan 
pelanggaran-pelanggaran konstitusional dari dibubarkannya BP Migas 
secara nyata masih dipertahankan dalam Peraturan menteri yang 
mengatur tata kerja SKK Migas. Tugas SKK Migas yang tetap 
menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang 
dijelaskan pada Pasal 22 Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 
telah cukup menggambarkan bahwa keberadaan SKK Migas tidak 
mewadahi instruksi keputusan Mahkamah Konstitusi yang 
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merekomendasikan untuk membuka ruang kepada pemerintah 
melaksankan fungsi pengelolaan atau menunjuk badan usaha secara 
langsung. 
Kontrak kerja sama yang juga dilakukan oleh SKK Migas dengan 
tetap menjadi representasi pemerintah sebagai pihak yang berkontrak 
bersama badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan konstruksi 
hubungan kerjasama yang ditentang oleh mahkamah. Kerjasama 
seperti demikian ternilai akan mendegradasi kedaulatan negara atas 
sumber daya alam dan bertentangan dengan prinsip penguasaan 
negara yang dimaksud oleh konstitusi. Hal tersebut disebabkan 
pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan 
hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang 
bersifat publik.  
Apabila konstruksi kerjasama dilakukan dengan hubungan 
keperdataan maka negara ternilai memiliki tempat yang sederajat 
dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Ketika kontrak diantara 
kedua belah pihak telah disepakati maka secara otomatis negara 
menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi 
untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan 
dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam 
penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk mengatur Migas 
yang bertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagai 
representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus 
memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi 
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sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menghindari konstruksi 
hubungan kerjasama seperti demikian ini, sebelumnya mahkamah telah 
menginstruksikan agar pengelolaan Migas Nasional diserahkan kepada 
BUMN sebagaimana telah menjadi pendirian mahkamah dalam 
putusan nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.45 
Penyerahan kewenangan tersebut dilakukan dengan cara diberikan 
konsesi kepada BUMN yang untuk selanjutnya BUMN yang 
melaksanakan KKS bersama badan usaha atau bentuk usaha tetap. 
Struktur organisasi yang ada pada SKK Migas juga terkesan 
tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi yang ada pada BP 
Migas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jabatan pada kedua 
organisasi tersebut yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi yang 
sama. Namun keberadaan komisi pengawas pada SKK Migas menjadi 
pembeda dari BP Migas. Komisi pengawas pada SKK Migas diketuai 
langsung oleh menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Komisi 
pengawas ini  bertugas sebagai pengawas eksternal dari seluruh 
aktifitas yang dilksanakan oleh SKK Migas.  
Fungsi yang dimiliki oleh SKK Migas yang sama dengan fungsi 
BP Migas tentu menunjukkan bahwa perlakuan terhadap tata kelola 
migas nasional akan tetap dipertahankan. Sementara fungsi yang 
demikian telah mendapat rekomendasi untuk tidak digunakan lagi. 
Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan 
pengelolaan migas nasional lebih lanjut pasca pembubaran BP Migas 
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oleh MK beralih ke SKK Migas. Hal ini terlihat bahwa dari regulasi yang 
telah diterbitkan tidak ada perbedaan antara BP Migas SKSP Migas 
dan SKK Migas, nama lembaga berbeda, tetapi tugas, fungsi, 
organisasi pendanaan, aset, dan personalia masih sama. Ini artinya 
pemerintah belum bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola 
minyak dan gas bumi. Bisa dilihat dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 1. Perkembangan Pengelolaan Migas Nasional Pasca 
Putusan MK No. 36/ PUU-X/2012 
No BP Migas 
UU No. 22 Th. 
2001 
SKSP Migas 
Perpres No. 95 
Th. 2012 
SKK Migas 
Perpres No. 9 Th. 
2013 
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Hal ini menunjukkan bahwa tampak kesalahan pada pengaturan migas 
yang dilaksanakan oleh BP Migas diulang kembali oleh SKK Migas. 
sehingga perkembangan akan pengaturannya dapat dikatakan tidak sah. 
Dengan demikian SKK Migas merupakan kegagalan kembali dalam 
pengelolaan migas. pada akhirnya pembentukan SKK Migas juga tidak 
terlepas dari oknum pelaksana usaha dan oknum pemerintahan yang 
menjadi titik permasalahan kesalahan pengaturan migas. 
A. Implikasi Hukum Terhadap Pembentukan Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Undang-undang dasar republik indonesia 1945 pasal 33 ayat (2) 
dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
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negara. Menurut Jimly Assiddiqie cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak, artinya ada ketentuan mengenai 
objek sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial: (1) sumber-
sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah; (2) sumber-sumber yang 
penting bagi negara, tetapi tidak menguasai hidup orang banyak dapat 
dikuasai oleh pemerintah; (3) sumber-sumber kekayaan yang tidak 
penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak tidak 
perlu dikuasai oleh negara; (4) sumber-sumber kekayaan yang tidak 
penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak tidak 
boleh dikuasai oleh pemerintah.46 Hal ini menegaskan bahwa cabang 
produksi yang penting bagi negara terlebih menyangkut hajat hidup orang 
banyak sudah selayaknya dikuasai oleh negara. Penguasaan negara 
tentu diserahkan kepada pemerintah yang diberikan kuasa untuk 
menjalankan fungsi penguasaan negara.  
Minyak dan Gas merupakan suatu objek sumber-sumber 
kemakmuran dan kesejahteraan sosial masyarakat karena migas menjadi 
sumber penggerak mobilisasi yang paling utama sehingga keberadaannya 
wajib diperhatikan dan dikelola dengan bijak. Minyak dan gas bumi 
menjadi sumber daya alam strategis tak terbarukan yang wajib dikuasai 
negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting 
dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di 
dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting. Maka dari itu, 
                                                         
46 Jimly Asshiddiqie, 1994, gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Ikhtiar Baru Van Hoee, Jakarta, hlm. 96 
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dibentuklah undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan 
gas bumi, sebelumnya menggantikan undang-undang nomor 44 Prp. 
Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan undang-
undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak 
dan gas bumi negara.  
Sebelum lahirnya uu no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas 
bumi (selanjutnya UUU Migas), pertamina diberi hak berupa kuasa 
pertambagan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah indonesia. dalam 
melaksanakan tugas tersebut, pertamina dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak lain.47 Kontraktor minyak menyerahkan minyak mentah yang 
dinilai dengan harga resmi pemerintah dan harus menyisihkan sebagian 
hasil produksi minyak sebagai minyak mentah prorata atas dasar cost and 
fee. Pertamina juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap 
operasi minyak dan gas bumi yang dilaksankan oleh para kontraktor 
dengan sistem production sharing contract (PSC) atau kontrak bagi hasil. 
dari pengawasan ini, pertamina memperoleh pendapatan dalam bentuk 
retensi atau bonus.48 
Perkembangan pengelolaan migas selanjutnya diterbitkan undang-
undang migas yakni UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas  yang sampai 
saat ini masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai 
substansi undang-undang tersebut tidak melindungi kepentingan nasional. 
Dalam UU Migas ini, tugas dan fungsi pertamina dialihkan ke Badan 
                                                         
47  Mudrajad Kuncoro, 2009, Transformasi Pertamina – Dilema Antara Orientasi Bisnis dan 
Pelayanan Publik, Galang Press, Yogyakarta, hlm 132. 
48
Benny Lubiantara, 2013, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, 
Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 44. 
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Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. Pengujian undang-undang migas 
dengan nomor putusan 36/PUU-X/2012 dimana terdapat sembilan pasal 
yang dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, antara lain 
pasal 1 angka 23, pasal 4 ayat (3), pasal 41 ayat (2), pasal 44, pasal 45, 
dan pasal 61. Selanjutnya, yang menjadi perhatian publik adalah amar 
tentang pembubaran badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi (BP Migas) yang diatur di dalam UU Migas yang diajukan oleh 
30 tokoh dan 12 ormas yang kesemuanya mempersoalkan permasalahan 
konstitusionalitas pasal-pasal tersebut.  
Setelah BP Migas dibubarkan, langkah pertama yang ditempuh 
pemerintah adalah menerbitkan perpres No. 95 Tahun 2012 tentang 
pengalihan pelaksaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi. Pada hari yang sama dengan terbitnya perpres tersebut, 
menteri ESDM mengeluarkan surat keputusan No. 3135K/08/MEM/2012 
tentang pengalihan tugas, fungsi dan organisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Regulasi ketiga yang 
diterbitkan pemerintah adalah surat keputusan menteri ESDM No. 
3136K/73/MEM/2012. Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan perpres 
No. 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha 
hulu minyak dan gas bumi serta peraturan menteri ESDM No. 9Tahun 
2013 tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksana 
kegiatan Usaha hulu minyak dan gas bumi.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 terkait dengan 
pengujian UU Migas No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 
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telah berujung pada pembubaran BP Migas. Secara kelembagaan BP 
Migas, tidak lagi organ khusus pemerintah berbentuk badan hukum milik 
negara, keberadaan BP Migas pasca putusan MK berakibat hukum 
pada:49 
a. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas tidak lagi 
melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di 
bidang minyak dan gas bumi. 
b. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk 
badan pengganti BP Migas, tugas, fungsinya dan struktur/posisi 
kelembagaan tidak boleh sama dengan BP Migas. 
c. Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tidak 
lagi memberikan pertimbangan kepada menteri, melaksanakan 
penandatangan kontrak kerja sama, mengkaji dan menyampaikan 
rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan 
diproduksi dalam suatu wilayah kerja, memberikan persetujuan 
rencana pengembangan lapangan, memberikan persetujuan 
rencana kerja dan anggaran, melaksanakan monitoring dan 
melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja 
sama, menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi. 
d. Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tidak 
lagi badan hukum milik negara. 
e. Tidak lagi mendapatkan anggaran biaya operasional. 
                                                         
49 Op. Cit. Dian Aries Mujibrohman. Hlm. 470 
54 
 
 Dilatarbelakangi atas kekosongan hukum yang terjadi akibat 
bubarnya BP Migas, pemerintah secara cepat telah membentuk lembaga 
yang mengantikan posisi BP Migas. Pembentukan lembaga SKSP Migas 
kemudian SKK Migas hingga sekarang melalui dikeluarkannya peraturan 
presiden No. 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas kemudian ditindak lanjuti oleh 
peraturan menteri No. 9 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja 
satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 
Terbitnya peraturan tersebut maka seketika itu juga sistem pengelolaan 
migas nasional memulai awal yang baru.  
i. Penggunaan Materi Muatan Pasal yang Inkonstitusional 
Pembentukan SKK Migas yang menjadi perpanjangan tangan 
pemerintah sebagai representasi penguasaan negara atas kekayaan 
alam nasional ternilai tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada 
pengelolaan migas nasional. Keberadaan SKK Migas saat ini apabila 
dianalsis dalam aspek ketatanegaraan maka kedudukan SKK Migas 
akan ternilai inkonstitusional. Hal tersebut dapat penulis paparkan 
dimulai dari digunakannya kembali materi muatan pasal yang telah 
diputuskan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD pada 
aturan pembentukan SKK Migas. Dilihat dari ketentuan seperti 
misalnya terkait penganggaran biaya operasional dalam pasal 18 
perpres no. 9 tahun 2013 dan tugas pokok dan fungsi  yang ada pada 
pasal 3 peraturan menteri no.9 tahun 2013 sama dengan ketentuan 
dalam pasal 44 dan 48 ayat (1) yang telah dinyatakan bertentangan 
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dengan konstitusi. Sementara disisi lain, apabila satu amar putusan 
dinyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau ayat bagian 
undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-
undang yang diuji tidak lagi  dapat diberlakukan.50 Hal ini jelas 
menunjukkan bahwa pemerintah telah kontra produktif atas keputusan 
yang dikeluarkan oleh MK.  
Penganggaran operasional SKK Migas yang berasal dari 
jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu 
minyak dan gas bumi sebagaiman yang dijelaskan dalam pasal 18 
perpres no.9 tahun 2013 dilaksanakan tanpa melalui mekanisme 
penganggaran APBN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Migas yang berada dibawah naungan Kementerian 
sepatutnya menggunakan anggaran APBN melalui dana dari 
kementrian. Hal ini dikarenakan seluruh organ pemerintahan harus 
dibiayai melalui APBN untuk menciptakan pengelolaan keuangan 
yang baik. 
2. Kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu  
Minyak dan Gas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-
X/2012, majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan 
tersebut menegaskan agar pengelolaan kegiatan usaha minyak dan 
                                                         
50
 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamahah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Model 
dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang, Jakarta : 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 16. 
56 
 
gas bumi dikembalikan kepada Pemerintah atau BUMN yang terkait 
dengan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi demi kepastian hukum 
dan kelangsungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional. 
Dengan adanya instruksi tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah 
yang diwakili kementerian mengambil alih dan melanjutkan 
pelaksanaan kontrak BP Migas untuk sementara hingga terbentuknya 
UU Migas baru. Hal ini karena secara kelembagaan beserta tugas dan 
fungsinya sudah dihapus dari sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Sehingga apapun bentuk pengelolaan migas yang menggunakan hal-
hal yang terkait BP Migas tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi, 
pengeloaan hulu migas ini diberikan pada satu lembaga yang secara 
terang melanjutkan bentuk, tugas dan fungsi lembaga yang telah 
diputuskan bertentangan dengan konstitusi tersebut.   
Keluarnya Perpres 9 Tahun 2013 yang membentuk SKK Migas 
sebagai pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
menunjukkan bahwa pemerintah telah inkonsistensi dalam 
pengelolaan migas nasional. Pergantian BP Migas yang telah 
dinyatakan inkonstitusional oleh MK ke SKK Migas tidak mengubah 
sistem pengelolaan mgias nasional secara substansial. Perbedaan 
yang bisa kita dapati hanyalah konsep Komisi Pengawas dalam SKK 
Migas yang kurang begitu berpengaruh terhadap pembaharuan tata 
kelola migas nasional. SKK Migas secara konsep tampak tidak 
berbeda dengan BP Migas dan pembentukan SKK Migas ini 
berpotensi menambah jenjang dan inefisiensi terhadap pengelolaan 
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minyak dan gas bumi. Keberadaan SKK Migas ini jelas tidak 
mengindahkan pertimbangan hukum putusan MK sehingga potensial 
disebut inkonstitusional. 
 
3. Implikasi Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas melalui Peraturan Presiden 
Merujuk kepada poin d ayat (1) pasal 10 UU No. 12 Tahun 
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  
menjelaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan 
undang-undang ataupun peraturan pengganti undang-undang adalah 
tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi. Maka jelas bahwa 
putusan mahkamah konstitusi merupakan materi muatan Undang-
undang dan bukan menjadi materi muatan peraturan presiden. Hal 
ini dikarenakan materi muatan peraturan presiden hanya berisi 
materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang. 
Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan maka yang 
jelas akan memberikan kepastian hukum lebih kuat adalah undang-
undang atau peraturan pengganti undang-undang dibandingkan 
dengan peraturan presiden.  
Pengelolaan migas nasional merupakan suatu hal yang 
penting dan atas keluarya putusan mahkamah konstitusi maka 
pengelolaan migas nasional menjadi genting untuk segera 
mendapatkan tindak lanjut. Oleh karena itu pengelolaan migas 
nasional memerlukan sebuah pengaturan yang kuat dengan 
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ditempatkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang 
tinggi pula. Hal ini penting mengingat pengelolaan migas perlu 
memberikan sebuah kepastian hukum yang jelas terhadap badan 
usaha yang turut serta mengelola migas nasional di Indonesia. 
Apabila merujuk pada tindakan presiden yang harus dilakukan 
dalam keadaan genting sebagaimana yang terjadi pada pembubaran 
BP Migas, maka keputusan yang harus diambil adalah menetapkan 
peraturan pengganti undang-undang (Perpu). berdasarkan UUD NRI 
1945, Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, berhak 
menetapkan Perpu. Apabila dibandingkan dengan penetapan 
perpres oleh presiden dimana materi muatan dari sebuah perpres 
adalah suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Sehingga langkah pemerintah dengan 
menetapkan sebuah peraturan presiden merupakan langkah yang 
kurang tepat dalam menyikapi sebuah perintah dari ketentuan yang  
memiliki kierarki yang lebih tinggi. 
Muatan Perpu pada hakekatnya disiapkan sendiri oleh 
Pemerintah dan meminta persetujuan DPR. Persetujuan DPR dalam 
mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bangsa seperti 
pengambilan kebijakan penentuan arah pengelolaan migas nasional 
sudah sepatutnya dilibatkan, mengingat DPR merupakan 
representasi rakyat indonesia. Ketika pemerintah menetapkan perpu 
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terkait pengelolaan migas nasional, maka tentu akan memberikan 






1. Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu 
Minyak dan Gas sejauh ini dapat penulis simpulkan belum mengacu 
pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. Pembentukan 
SKK Migas yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan 
BP Migas telah menunjukkan bahwa pengelolaan migas Nasional akan 
tetap mendapat perlakuan yang sama. Sehingga tindakan progresif 
yang diputuskan oleh MK untuk mengelola migas nasional secara 
konstitusional dengan membatalkan seluruh pasal terkait sistem 
pengelolaan migas oleh BP Migas tidak diindahkan oleh pemerintah. 
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah kontra produktif terhadap 
putusan yang diputuskan oleh MK. 
2. Implikasi Hukum Terhadap Pembentukan Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas adalah 
inkonstitusional. Hal ini disebabkan karena SKK Migas tidak 
mengakomodir instruksi dari putusan MK dimana putusan MK memiliki 
sifat putusan yang final, sehingga apapun yang diputuskan MK maka 
seketika itu pula putusan MK tersebut menjadi indikator konstitusional 
atau inkonstitusionalnya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh 






1. Pemerintah harus segera melaksanakan revisi UU sebagaiman 
intsruksi yang diberikan MK. Hal tersebut sangatlah perlu dikarenakan 
regulasi yang diatur dalam UU akan memberikan kepastian hukum 
yang lebih kuat bagi para investor. Mengingat juga bahwa sektor 
migas adalah bagian yang penting bagi negara dan menyangkut hajat 
hidup orang banyak jadi perlu diatur secara serius dalam undang-
undang. 
2. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan migas nasional kepada 
badan usaha milik negara dengan bentuk pemberian lisensi dari 
pemerintah yang kemudian dituntut untuk mengelola migas nasional 
sebagaiman instruksi yang telah direkomendasikan mahkamah 
konstitusi kepada pemerintah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh 
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